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PERATURAN BUPATI BEKAS1 

NOMOR: 2 Ii 2on8 

PEDOMAN DAN TATA CARA PELEPASAN HAK TANAH KAS DESA 

BUPATT BEKASL 

• 
• 

a. bahwa Tarah Kas Desa merupakan tanah yang dimiik oleh 
Pemerintahan Des dan dikelola untuk kegiatan usaha Deg., 

$ehingga depart menjadi salah satu sumber pendepatan Desa 
Yang apabile akan dilepaskan haknya hanya dapat dlakukan 
melalui ruislag/tukar merukar; 

b. bahwa pelepasan Tanah Kas Desa yang dilakuan dengan area 
ruislag/ tukar menukar dipandang sebagai cara yang efekctif 
untuk tertib administrasi pertanahan dan fisike tanahh yang akea 
dilepaskan dan tanah penggantinya; 

c. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan ketent 
sebagaimana dima.ksud pada hurut b diets, dipertukan adaa 
Pedoman dan Tata Cara Pelepasan Hake Tarah Ka Desa; 

d. bahvwa atas dasar pertimbanoan sebagairmana dmakesud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, pedomannya peru 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekas 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kabupaten dalan lingkungan Propinsi laea Beat 
(Benita Negara Republik Indone si a  Tahun 1950); 

l. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dagar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republk Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lem.baran Negara Republke 

Indonesia Nomor 2043); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan ates 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi den 
bangunan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1994 
Nomer 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintaha 
Daerah (Lembaran Negara Repubotik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antare Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N0mer 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 3696) 

7. Pereturan emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagia Urursan Pereintaha antara Pemerint 
Pererintahan Daerah Propinsi darn Pererintathan 
abupaten/ Kota (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembearan Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 20OS tentang Des.a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 158, 
Tarbaha Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomno 459 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nmor 6 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk, Kepentingan Urum sebagaimana telah diubah dengain 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 

10.Peraturan Menteni AgrariaKepala Ba(an Pertahan A4as.igel 
Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penediaan dan Pemberian Hake 
atas Tanah untuk Keperluan Pembangunan eruraha 

IL.Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomnoe 3 Talun 
207 tent ng Petunjuk Pelakcsanaan Peraturan Presiden Reub4e 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bag 

Pelak@saran Pembangunan ntuk Kepentingan Umnur 
e0agaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomnor 65 Tabun 2006, 

12.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 157 Tahun 
1997/Nmor 2 Tahun 1997 tentang Pengurusan Halk da 
Penyelesaian Sertifikat Tanah Kas Des.a; 



0 

,L.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 
sebagaimana telah iubah dengan Peraturan Daerah Noror 4 

Tahun 200 tentang Sumber Pendapartan dan ekryaan Desa, 
Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Derah Kabupaten 
Bekasi Tahun 200S Nomor 2 Seri E), 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bek.asi Nomor 12 Tahun 200O 
tentang Pedoman Penyugunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (Lembaran Daerah abupaten Bekasi Tahun 2000 
Nomor 11 Sen E), 

15.Peratura Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 200Q 

tentang Peraturan Desa (Lermbaran Daera.h abupaten Beleas 

Tahun 2000 Nomnor 14 Sent E); 
16.Peratura Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 

tentang Penataan, Pembentukn dan peenekran Kecamatan 

di Kabu,aten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2001 Nomor 12 Seri D); 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi iomor 4 Tatun 2003 
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomnor 4 
Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 

18.Peraturan Daerah Kabupeaten Bekasi iomor 4 Tahun 2006 

• tentang Badan Permusyawaratan Desa (Leembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor Sent E); 

M E M U T U S K A N ;  

Menetapkan PERA TURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN DAN TATA 
CARA PELEPASAN HAK TANAH KAS DESA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ind yang dimaksud dengan ;  

1.  Pemerintaha  Daerah  adalah  penvelenggara urus.an pemeninth.an oleh pemerinth 

daerah an DPRD eruut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prig 
Negara Kesetuan Republik Indonesia sebegaimnana dimnaksud dalamn Undang-Unang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Daerat adalat Daerah Kabupaten Bekasi, 

3. Bupati adalah Bueti Bek&asl; 



4, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kbupaten Bellas 
5, Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Belasi yang mnemimpin di kecaratan 

an memperoleh sebagian wewen.ang Dupar untuk menan9i Seba9gian uruS.a 

otonomi daerah; 

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
meriliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
epentingan masyarakart setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadart setempat 
yang diakui dan di/hormnati dalm sistem Pererintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, 

7, peerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintaha oleih Pemerinta.h 
Des.a dan Badan permusyawaratan Des.a dalam mengatur dan mnengurus 
epentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat seterpat 

yang diakui dan ihormoat dalam sistem eerintahan Negara Kesatuan Repke 
Indonesia, 

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah epala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 

9. Badan Perrusyawaratan Des.a (8PD) adalah lembaga yang merupakan perwujucd 
demokrasi dalam peryelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa; 

10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 8PD 
bersama Kepala Desa, 

1.Lembaga Penilai Marga Tanah adalah lembaga profesional dan independen yang 
mermpunyal keahlian dan kemampuan di bidang peni laian  hargar  tanah; 

12.Badan Hukum adalah subjek hukurmn selain orarig yang mengajuk.an permohonae 
ruislag/ tukar menukar 

3.Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa adalah peralihan hak keperilkan atas Tana 
Kas Desa dat emerintah Desa kepada Badan Hulurn melalui proses ruislag/ tukar 
menuk.ar, 

14. Tanah Kas Desa adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Des.a 
dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber 
pendapatan Desa yang bersangutan; 

15.8erita Acara Musyawarah adalah Benita Acare yang dibuat oleh epala DeSa an 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD'), berisi has.ill pembahas.an permohonart 
ru.slag/tukar metular dan lolkasi tanah pengganti. 

16.Lokasi Pengganti adalah lokasi pengganti dani Tanah Kas Desa yan druislag/ tuka 
merukr, 

17.in lokasi adalah iin yang diberkaan kepada suatu Badan Hukum untuke relalk.ukao 
pembebasan tanah di Daerah; 

18.Komgensasi adalah sejumlah barang dan/atau uang yang diberikan oleh Bade 
ukumn kepad.a 0es.a untuk pembangunan es.a dan operasion.a es.a, 

19.ersetujuan Bupati adalah Persetufan Bupati atas pelepeasan hak atas Tanah las 

Desa melalui ruislag/tukar menukar, 
I 
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BAB II 

PELEPASAN HAK 

Pasal 2 

(1)Badan Hukum yang akan memohon pelepasan hak atas Tanah Kas Desa melalul 
uislag/tukar merukar tedebih dahulu wajib mengajukan permohonan secara tertulis 
epada Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Camat. 

(2)Pererintah Des yang mnemilikd Tarah Kas Dea yang akan dilepaskan hake 
secara ruislag/tukar menukar, wajib melaporkan secara tertulis kepad.a upat yang 
tembusannya disarnpaikan kepada Carat dengan melampirkan Badia Hulen 
pemohon pelepasan hak Tanah as Des.a 

BAB III 
TATA CARA PELEPASAN HAK 

Permohonan pelepas.an hak a as Tarah Ka6 Des melalui ruislag/tukar menukar 
sebagaimana dimaksud dalam asal , dengan melampirian persyaratan sebagai 
berikut.: 

a. Fotokopi akta pendirian perusahaan 
b. Fotokopi KTp pemoha 

c. Fotokopi Aspeke Tata Guna Tanah 
d. Fotokopi lzin lokas 

e. Mempersiapkan rencana tanah ruislag/tukar merukar 

Tata cara pelepasan hak atas Tanah a Desa melalui ruislag/ ukar mnenukar ila.kl 
sebagai berikut 
a. Kepala De5a bersama Badan Permusyawaratan Des.a (8PD') wajib melaksanalean 

rapat pembahasan atas permohonan pelepasan hak atas Tarah Kas DeSa yang 
has.ilya ditruangkan dalam Berita Aara Mu9yawarah 

b. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan De5a (8PD) dan pemohon secara 
bersama-sama wajib melakukan rapat pembahas.an untuk menentukan dan mer/njau 

lokast tanah yang akan diruislag/tukar menukar serta rencana taoah pengganti yang 

has.ilya ituankan 3lam Berita Acar Mow 
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c Penilaian harga Tanah Kas De a yang dilepaskan secara ruislag/ tukar menuka dan 
tanah pengganti, sepenuhnya dilakuken oleh Lembaga Penilai Harga Tanah yang 
ditunjuk oleh Kepala Des.a den an ibiaryair oleh pemohon; 

d. Benita Acara Musyawarah sebogaimana imaksud pad.a huruf a dan b serta basil 
penilalan merupakan dasar pertimbagain dalam pembuatan eraturan Des. 
mengenai Pelepasan Tanah kKas Desa (TKD) melalui ruislag/ tukar menukar, 

e. Pelepasan hak atas Tarah Ka$ Des% melalui ruislag/tukar menukar sebagaimana 
dimaksud pada huruf d yang dituangkan dalam Peraturan Desa, seianjutnya 
disampaikan keep.aa Bupart meiaiu Camat untuk menapat persetujuan Bupart, 

f. Pelepasan hak atas Tanah Gas Desa yang te#ah mendapat persetujuan Bupati 
selanjutnya Peraturan Des.a inaksud diberlakukain dengan triebih dahulu 
diundangkan dalam Berita Daerah dan apabila tidk mendapatk.an persetujua 
Bupati, maka pelepasan hake atas Tana as Dea pa apart iiaisauna.an 

Peraturan Dea yang mengatur tentang ruislag/tukar mnenukar sekurang-kurangnya 
meruat 

a. Lokasi dan luasan Tanah Kas DeSa ya019 akan dilepask.an haknya; 
b. Lokasi dan luasan Tarah Pengganti Tanah as De5a, dengan ketentuan sebagai 

berikut ; 

L. Tanah peng9anti diupayalkan beriokas di wilayah des.a atau Kecaatan yang 
bersangkutan; 

2. Apablla huruf b angla I Pasal ini bidak dapat dlaksanakan, harus dibuktikan 
dengan Berta Acara rapat; 

3. tertadap alternatif tanah lain untuk tanah pengganti didasaran atars Bernita Ara 

hasil peninjauan lokasi dan Serita Acara hasil rapat musyasarah Kepala Des c 
8PD, 

4. fungsi lahan pengganti harus sama den9an lahan yang dileparskan haknya 

5. Luasannya tanah pengganti minimal sauna dan memgunyai nilai ekonoei lebi.h 
tinggi; 

c. Korpensasi berupa fisilk dan/atau uang kepada desa yang bersan9utan untuk 

pembangunan des.a dan untuk operasional pelaksanaan ruislag/tukar menee 
dimaksud, 

d. Besarnya Kompensasi sebagaimana dimaksud turut c pas.al ini berdasarkan hag.it 

musyaw&rah antara pemerintahan desa dengan pemnohon, 

e. Penyelesatan aministrasi pertanahan sekalligurs beban biary.a 9pr0es a0di0is0rars.01%a 
oleh pihak pemohon, 

f. Tanah Kas Desa yang diruislag/tukar menukar titak dapat dialihfungs.lka sebelum 
serifkat tanah pengganti diselesaikan oleh pemohon 



8BA8 IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupat Bekasi Nomor 

143.14/Kep.219-Pemdes.2004 tentang Pedoman Tata Cara Peruntukn, Penggunaan 
dan Peralihan Tanah Kas Desa dan Keputusan Bupati Belasi Nomor 
143.14/Kep.156.Pemdes/2007 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penilaia 
untuk Keperuan Pengadaan, Pemindahan, Pelepasan dan Tokar Menkar Tanah Ka6 
Desa di Kabupaten Bekasi dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan9gal diundangkaan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mnemnerintahka pengundangan Peraturan Bupat i 
ke dalam Berita Daerah Kabupaten Belag 

• 

Diundangkan di Bekast 

Pada tang~at 1&....Eh, 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEK.SI 

Drs.H.R. HERRY S. KOESAERL, M.SN 

4. 

Ditetapkan di Belka6l 

pada tanggal 15 prar£ 20GS 

BupATI BEKASI { 

• SA'DU[DIN, MM 


